ABSTRAK

Azzuhry Sirajuddin, 1223030017, (2026): “Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Maliyah.”

Perizinan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara saat ini diatur
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025. Dalam Undang-undang tersebut telah
menarik perhatian publik karena organisasi kemasyarakatan keagamaan bisa
terlibat dalam sektor pertambangan. Namun, Undang-undang tersebut
menimbulkan kontroversi dan polemik yang luas di masyarakat. Hal itu disebabkan
kebijakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dinilai menabrak
berbagai ketentuan hukum yang ada, sehingga kebijakan ini dianggap tidak tepat
karena dapat menimbulkan permasalahan baru.

Tujuan penelitian ini untuk 1) mengetahui pertimbangan pemberian izin
usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ditinjau dari Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2025; 2) mengetahui implikasi yuridis pemberian izin usaha
pertambangan kepada ormas keagamaan; 3) mengetahui tinjauan siyasah maliyah
terhadap pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.

Penelitian ini mengaplikasikan sejumlah kerangka teoretis sebagai pisau
analisisnya berupa Teori Perizinan, Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan
Teori Siyasah Maliyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sebuah
pendekatan dalam penelitian hukum yang mendasarkan kajian pada norma-norma
hukum yang berlaku secara positif sebagai objek utama. Teknik pengumpulan
datanya menggunakan studi kepustakaan. Kemudian teknis analisis data dalam
penelitian ini dengan cara menghimpun data primer maupun sekunder yang
kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

Hasil penelitian ini memaparkan 1) Pemberian izin usaha pertambangan
kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan didasari oleh dua pertimbangan
yakni memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi entitas keagamaan sebagai
subjek hukum penerima izin pertambangan dan langkah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui perluasan peran ormas keagamaan; 2) Implikasi yuridis
pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan yakni bertentangan
dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, melanggar asas persamaan
dihadapan hukum dan tidak sejalan dengan prinsip tranparansi; 3) Dalam perspektif
siyasah maliyah, pemberian izin tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (al-
‘adalah) dan prinsip kesetaraan (al-musawah) karena negara memberikan izin
tambang secara istimewa kepada ormas keagamaan.
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